
 
 

 

 

Laporan Monev Instansi Pemerintah 
Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 
 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah 

ii 

ii 

KATA PENGANTAR 

 

Laporan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja dan 

pencapaian Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah selama periode 

Semester I Tahun 2025. Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia RI Nomor Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah periode Semester I Tahun 2025 

dapat menjadi pertanggungjawaban atas kinerja dan pencapaian Balai Pendidikan 

dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah serta sebagai pendorong peningkatan kinerja 

organisasi di masa mendatang.  

 

Semarang, 5 Juli 2025 

Kepala, 

 

 

Rinto Gunawan Sitorus 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Pada Tahun 2025 telah disepakati Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dengan Kepala Balai Pendidikan 

dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah yang memuat 2 (dua) sasaran kegiatan yaitu 

Terwujudnya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Hukum di Wilayah Jawa 

Tengah dan Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Balai 

Diklat Hukum Jawa Tengah. Kedua sasaran kegiatan tersebut memiliki 3 indikator 

kinerja yang seluruhnya telah mencapai target yang ditetapkan. Secara rinci, 

capaian Perjanjian Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah 

disajikan pada tabel berikut. 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi Capaian 

1. Terwujudnya 

Pelaksanaan 

Pendidikan dan 

Pelatihan Hukum di 

Wilayah Jawa Tengah 

Tingkat kepuasan peserta 

Diklat Hukum terhadap 

penyelenggaraan Diklat 

Hukum Balai Diklat Jawa 

Tengah 

3,6 

(indeks) 

3,81 

(indeks) 

105,83% 

2 Meningkatnya 

Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi di 

Lingkup Balai 

Pendidikan dan 

Pelatihan Hukum 

Jawa Tengah 

Persentase pelaksanaan 

rencana aksi Reformasi 

Birokrasi di lingkup Balai Diklat 

Hukum Jawa Tengah 

100% 100% 100% 

Indeks kepuasan satuan kerja 

lingkup Balai Diklat Hukum 

Jawa Tengah terhadap 

layanan kesekretariatan 

3,1 

(indeks) 

 

3,99 110,83% 
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Dari sisi anggaran, pagu anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum 

Jawa Tengah pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp 24.015.339.000 dan mengalami 

penyesuaian menjadi Rp 25.358.575.000. Dalam pelaksanaannya Balai Pendidikan 

dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah telah merealisasikan anggaran sebesar  Rp 

4.009.487.193 atau 15,81%.  

Jenis Belanja Pagu Realisasi Capaian 

Belanja Pegawai 1.952.506.000 1.102.483.830 56,47% 

Belanja Barang 18.617.069.000 2.731.958.363 14,67% 

Belanja Modal 4.789.000.000 175.045.000 3,65% 

Total 25.358.575.000 4.009.487.193 15,81% 
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A. Latar Belakang 

alai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah 

dibentuk pada tanggal 30 Mei 2018 berdasarkan Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan 

Hak Asasi Manusia.  

Sebagaimana telah diatur dalam peraturan tersebut, Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Hukum dan HAM merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui 

Kepala Divisi Administrasi. 

Dalam pemerintahan baru di bawah pimpinan Prabowo-Gibran dilakukan 

restrukturisasi kementerian pada Kabinet Merah Putih untuk memfokuskan fungsi, 

tugas dan penajaman program-program kementerian sesuai visi pemerintahan saat 

ini. Kementerian Hukum dan HAM mengalami restrukturisasi menjadi 4 

kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, 

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang ketiganya berada di bawah 

naungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan 

Pemasyarakatan. Restrukturisasi ini turut menjadikan perubahan nomenklatur di 

jajaran Kementerian Hukum, termasuk Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan 

HAM Jawa Tengah menjadi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah. 
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B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

Sampai dengan saat ini, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah 

masih berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

04 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 

di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah, yakni provinsi Jawa Tengah, 

D.I.Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, 

Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan 

Kalimantan Utara.  

Gambar 1. Sebaran Wilayah Kerja Badiklat Hukum Jawa Tengah 

 

Dari sebaran wilayah kerja tersebut terdapat 13 (tiga belas) satuan kerja di wilayah 

kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah dengan jumlah SDM 

Aparatur sebanyak 1.249 orang dengan rincian sebagai berikut. 
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Tabel 1. Jumlah ASN di Wilayah Kerja Badiklat Hukum Jawa Tengah  

No Satuan Kerja 
Jumlah  

ASN 

1 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah 142 

2 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur 118 

3 Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I.Yogyakarta 164 

4 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali 113 

5 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat 119 

6 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur 93 

7 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat 129 

8 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah 87 

9 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur 93 

10 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan 98 

11 Balai Diklat Hukum Jawa Tengah 20 

12 Balai Harta Peninggalan Semarang 32 

13 Balai Harta Peninggalan Surabaya 41 

Total 1.249 
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Untuk melaksanakan tugas tersebut, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa 

Tengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan pendidikan dan 

pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;  

2. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi 

manusia;  

3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;  

4. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan  

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.  
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Struktur organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah. 

Gambar 2. Struktur Organisasi 
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C. Sumber Daya Manusia 

 

 

alai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah dipimpin oleh Kepala 

Balai Diklat yang dibantu oleh 3 (tiga) Pejabat Pengawas dan didukung oleh 

Pejabat Fungsional dan Pelaksana. 

 

Jabatan Jumlah 

Eselon III 1 orang 

Eselon IV 3 orang 

JFT 4 orang 

JFU 12 orang 

Total 20 orang 

 

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya didukung oleh 20 ASN dengan berbagai latar belakang pendidikan yang 

mendukung kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah. 

Pembagian tugas dan wewenang Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa 

Tengah terdiri atas:  

1. Subbagian Tata Usaha  

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan 

kepegawaian, keuangan, anggaran, pengelolaan barang milik negara, tata 

B 
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persuratan, tata kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, hubungan 

masyarakat, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan sarana dan prasarana 

pendidikan dan pelatihan, penyusunan laporan akuntansi keuangan dan 

akuntansi barang milik negara, dan pengelolaan penerimaan negara bukan 

pajak, serta urusan rumah tangga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan 

Hak Asasi Manusia. 

2. Seksi Program dan Evaluasi  

Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas penyiapan dan penyusunan 

rencana, program, dan kerja sama, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di 

bidang hukum dan hak asasi manusia, serta pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di wilayah.  

3. Seksi Penyelenggaraan  

Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi 

manusia.  
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D. Maksud dan Tujuan 

ebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, Petunjuk Teknis Penyusunan 

Perjanjian Kinerja; Petunjuk Teknis Penyusunan Pelaporan Kinerja; 

Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja; Pedoman Evaluasi Kinerja; 

Pedoman Reviu Laporan Kinerja; Pedoman Reviu LKjIP; Kebijakan penerapan 

SAKIP, maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah 

untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 5 yang 

menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP serta untuk 

mengkomunikasikan capaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa 

Tengah yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah 

ditetapkan. 

Adapun tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai berikut:  

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja 

yang telah dan seharusnya dicapai oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum 

Jawa Tengah.  

2. Mendorong Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan 

pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.  

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Hukum Jawa Tengah untuk meningkatkan kinerjanya.  

4. Memberikan kepercayaan kepada stakeholder terhadap Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Hukum Jawa Tengah dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam 

rangka peningkatan kinerja. 

5. Sebagai bahan evaluasi terhadap dalam penyusunan perencanaan kegiatan 

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah pada tahun yang akan 

datang. 

s 
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Maksud dan tujuan dari akuntabilitas kinerja ini juga agar visi, misi dan 

pencapaian kenerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah dapat 

tercapai sesuai dengan target dan sasaran strategis. LKjIP ini merupakan sistem 

pengendalian manajemen di sektor publik yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai 

sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders 

dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaiannya kinerja Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Hukum Jawa Tengah sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kenerja 

di masa yang akan datang serta bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang 

diperlukan. 

 

 

E. Aspek Strategis Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa 

Tengah 

ugas yang diemban Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa 

Tengah dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentunya 

memiliki peran yang sangat strategis dalam mengembangkan 

kompetensi SDM. Aspek strategis tersebut sejalan dengan penyesuaikan kerangka 

regulasi dan kelembagaan yang menetapkan fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Hukum Jawa Tengah sebagai berikut: 

1) Penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran pengembangan sumber 

daya manusia di bidang hukum; 

2) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum; 

3) Pelaksanaan standarisasi sertifikasi, akreditasi dan sistem pengembangan 

kompetensi SDM di bidang hukum dalam skema Corporate University; 

4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber 

daya manusia di bidang hukum; 

5) Pelaksanaan administrasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa 

Tengah; dan 

6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPSDM Hukum. 
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F. Isu Strategis Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa 

Tengah 

alam pelaksanaan kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah tentu akan selalu 

dihadapkan pada keberhasilan maupun permasalahan. Namun 

demikian, permasalahan dan segala keterbatasan yang ada bukan menjadi 

penghalang kegiatan, namun harus menjadi motivasi untuk bergerak maju ke arah 

yang lebih baik. Permasalahan yang ada selanjutnya menjadi isu-isu strategis yang 

akan menjadi dasar kebijakan penetapan tujuan dan sasaran, sehingga program 

dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Dalam konteks internal kelembagaan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum 

Jawa Tengah sendiri terdapat beberapa isu strategis yang pada akhirnya 

mendorong teridentifikasinya kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi 

dalam upaya pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pada sisi 

sumber daya manusia dan organisasi, belum terpetakannya profil kompetensi yang 

disandingkan dengan analisis jabatan dan beban kerja telah memicu kendala yang 

cukup berarti, sehingga mengakibatkan: 

• Beban kerja yang belum merata 

• Kompetensi pegawai yang belum merata 

• Penempatan pegawai yang belum sesuai dengan kompetensi 

Di samping hal tersebut, terdapat pula beberapa kompetensi yang masih 

sangat membutuhkan upaya peningkatan lebih lanjut, seperti Teknologi Informasi, 

Desain Program Pembelajaran (pengembangan kurikulum dan metode 

pembelajaran), Manajemen Penyelenggaraan Program Pelatihan, serta kebutuhan 

yang cukup mendesak pula atas peningkatan etos dan budaya kerja professional. 

Berbagai hal tersebut pada akhirnya telah memicu pencapaian kinerja organisai 

yang belum optimal, serta tidak terlaksananya berbagai program pelatihan, 

pengembangan dan penilaian kompetensi dengan metodologi yang mutakhir. 

Dalam hal metodologi pembelajaran sendiri, telah dimilikinya program 

pembelajaran berbasis e-learning, serta ketersediaan instrumen evaluasi 

pembelajaran dan paska pelatihan (meskipun masih membutuhkan upaya 
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pemutakhiran agar memberikan hasil yang maksimal), telah menjadi suatu 

kekuatan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah yang mendorong 

peningkatan jumlah pegawai yang mendapatkan program pengembangan 

kompetensi, serta dapat terukurnya peningkatan kompetensi peserta pelatihan, dan 

kualitas penyelenggaraan pelatihan. 

Namun demikian, dalam hal metodologi ini pula didapatkan indikasi bahwa 

masih belum terjadi kesesuaian antara metodologi pembelajaran dengan 

kebutuhan pegawai Kementerian Hukum serta alokasi anggaran. Hal ini pada 

akhirnya akan berdampak pada: 

1. kualitas program pengembangan kompetensi pegawai Kementerian Hukum 

yang belum maksimal, 

2. belum meratanya pengembangan kompetensi pegawai Kementerian Hukum, 

berdasarkan UU ASN No 20 Tahun 2023 dan PP 17 Tahun 2020 tentang 

Manajemen ASN. 

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah memiliki inovasi yang 

digunakan untuk menunjang kinerja diantaranya:  

• BLC (Balai Pendidikan dan Pelatihan Learning Center) yang merupakan portal 

pembelajaran mandiri milik Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa 

Tengah; 

• JDIHN (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional) merupakan 

suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan 

bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan 

berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi 

hukum secara mudah, cepat dan akurat; 

• Si AKSI merupakan rencana aksi yang disusun peserta pelatihan sebagai 

bentuk implementasi hasil pelatihan di satuan kerja sekaligus menjadi dasar 

penilaian kebermanfaatan pelatihan dan keberlanjutan pasca pelatihan; 

• Pelatihan di Wilaya Kerja (PDWK) adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh 

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah berdasarkan zonasi 

wilayah yang telah ditetapkan oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Hukum Jawa Tengah. 
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G. Sistematika Laporan 

aporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan sistematika 

sebagai berikut :  

 

Bab I – Pendahuluan, menyajikan informasi mengenai latar belakang penyusunan 

LKjIP, tugas, fungsi dan struktur organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum 

Jawa Tengah, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, serta sistematika 

laporan; 

Bab II – Perencanaan Kinerja, menyajikan ringkasan mengenai perencanaan 

kinerja yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja utama, target dan program 

kerja sesuai perjanjian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah 

Tahun 2025; 

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menyajikan ringkasan mengenai pengukuran 

kinerja dan penyerapan anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa 

Tengah Tahun periode Semester I Tahun 2025 mencakup : 

a. Capaian Kinerja Organisasi, disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap 

pernyataan kinerja strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja 

organisasi beserta capaian kinerja anggaran dan capaian lainnya. 

b. Realisasi Anggaran, diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang 

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen 

Perjanjian Kinerja. 

Bab IV – Penutup, menyajikan ringkasan mengenai tinjauan pelaksanaan kegiatan 

dan kinerja periode Semester I Tahun 2025 yang dirangkum dalam simpulan dan 

saran atas akuntabilitas kinerja.
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A. Rencana Strategis (Renstra) 

encana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang 

menguraikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan 

kegiatan pokok kementerian. Dokumen ini ini disusun berdasarkan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan menjadi 

pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian untuk mencapai tujuan 

pembangunan nasional. 

Dalam melaksanakan tugas dan pembangunan di bidang hukum, Kementerian 

Hukum saat ini masih berpedoman pada Renstra Tahun 2020-2024 karena Renstra 

Tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan dan finalisasi. 

Kementerian Hukum mempunyai visi yaitu : 

 

 

 

 

 

Untuk mencapai visi tersebut, Kementerian Hukum menetapkan misi sebagai 

berikut: 

1. Penegakan dan kesadaran hukum serta penghormatan, perlindungan, 

pemenuhan dan pemajuan hak asasi manusia yang berkelanjutan; 

2. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi 

dan kelembagaan.  

 

Guna melaksanakan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai 

oleh Kementerian Hukum antara lain : 

1. Meningkatnya pembangunan hukum dan pelaksanaan HAM di Indonesia; 

2. Meningkatnya reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan Kementerian 

Hukum dan HAM. 

R 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, 

Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil 

Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden  

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong Royong” 
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Rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 

merupakan hasil formulasi strategi yang dilakukan dengan memperhatikan 

perubahan lingkungan strategis dan tujuan yang ingin diwujudkan organisasi. 

Setiap perubahan lingkungan strategis akan mempengaruhi upaya organisasi 

dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Pada Tahun 2022, 

terdapat perubahan lingkungan strategis meliputi terbitnya Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Terbitnya undang-undang ini 

mempengaruhi penyelenggaraan layanan pemasyarakatan. Selain itu, keluarnya 

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM 

serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merubah beberapa 

struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. 

Selain itu, diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja 

Instansi Pemerintah mengharuskan seluruh K/L menyusun penjenjangan kinerja 

berdasarkan logic model yang diterjemahkan menjadi standar kinerja yang akan 

menjadi bagian dari target kinerja dan pendanaan.  

Berdasarkan perubahan regulasi tersebut, Kementerian Hukum dan HAM 

merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kementerian Hukum dan 

HAM Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam tabel berikut. 
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Tabel 2. Sasaran Strategis Kemenkumham 2020-2024  

(Sumber: Rencana Strategis Perubahan Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024) 

No Sasaran Strategis (SS) 
Indikator Kinerja 

Sasaran Strategis (IKSS) 

Mendukung 

Sasaran 

Pembangunan 

Nasional 

SS.1 Terwujudnya Kesadaran 

Hukum dan HAM Masyarakat 

IKSS 1.1 Indeks 

Kesadaran Hukum dan 

HAM Masyarakat 

Penegakan Hukum 

Nasional yang 

Mantap 

SS.2 Terbangunnya Budaya Kerja 

yang Berorientasi Kinerja 

Organisasi yang 

Berintegritas, Efektif dan 

Efisien 

IKSS 2.1 Indeks 

Reformasi Birokrasi 

Kemenkumham 

Reformasi 

Birokrasi dan Tata 

Kelola 

 

Menteri Hukum dan HAM memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis (SS) dan Indikator 

Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dalam mendukung terwujudnya sasaran 

pembangunan nasional. SS dan IKSS ini menjadi tujuan utama seluruh satuan kerja 

di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang diterjemahkan dalam pohon 

kinerja melalui penjenjangan kinerja dengan skema sebagai berikut. 

Gambar 3. Skema Penjejangan Kinerja 
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Berdasarkan SS dan IKSS Menteri Hukum dan HAM yang diturunkan secara 

berjenjang kepada Unit Eselon I hingga Unit Pelaksana Teknis, maka penjabaran 

pohon kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah yang 

merupakan turunan dari pohon kinerja BPSDM Hukum sebagai berikut. 

Gambar 4. Pohon Kinerja Badiklat Hukum Jawa Tengah 
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B. Perjanjian Kinerja 

erjanjian Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah 

adalah dokumen berisikan penugasan dari Kepala Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum kepada Kepala Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah untuk melaksanakan program 

kegiatan yang disertai dengan indikator dan target kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja 

inilah kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah menjadi terukur 

sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia.  

Berikut Perjanjian Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah 

Tahun 2025 (dokumen legal terlampir).  

Tabel 3. Perjanjian Kinerja 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target 

1. Terwujudnya Pelaksanaan 

Pendidikan dan Pelatihan 

Hukum di Wilayah Jawa Tengah 

Tingkat kepuasan peserta Diklat 

Hukum terhadap penyelenggaraan 

Diklat Hukum Balai Diklat Jawa Tengah 

3,6 

(indeks) 

2 Meningkatnya Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi di Lingkup 

Balai Diklat Hukum Jawa 

Tengah 

Persentase pelaksanaan rencana aksi 

Reformasi Birokrasi di lingkup Balai 

Diklat Hukum Jawa Tengah 

100% 

Indeks kepuasan satuan kerja lingkup 

Balai Diklat Hukum Jawa Tengah 

terhadap layanan kesekretariatan 

3,1 

(indeks) 

 

No Kegiatan Anggaran 

Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur di Wilayah             Rp   24.015.339.000 

1. Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp     4.807.539.000 

2. Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rp     4.789.000.000 

3. Layanan Manajemen SDM Internal Rp   13.624.164.000 

4. Layanan Manajemen Kinerja Internal Rp        794.636.000 
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Seiring dengan penyesuaian anggaran dikarenakan penambahan anggaran 

belanja untuk pelaksanaan Latsar CPNS dan belanja pegawai serta kebijakan 

efisiensi anggaran, maka turut dilakukan penyesuaian anggaran pada Perjanjian 

Kinerja tertanggal 19 Juni 2025 sebagai berikut. 

Tabel 4. Perubahan Perjanjian Kinerja 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target 

1. Terwujudnya Pelaksanaan 

Pendidikan dan Pelatihan 

Hukum di Wilayah Jawa Tengah 

Tingkat kepuasan peserta Diklat 

Hukum terhadap penyelenggaraan 

Diklat Hukum Balai Diklat Jawa Tengah 

3,6 

(indeks) 

2 Meningkatnya Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi di Lingkup 

Balai Diklat Hukum Jawa 

Tengah 

Persentase pelaksanaan rencana aksi 

Reformasi Birokrasi di lingkup Balai 

Diklat Hukum Jawa Tengah 

100% 

Indeks kepuasan satuan kerja lingkup 

Balai Diklat Hukum Jawa Tengah 

terhadap layanan kesekretariatan 

3,1 

(indeks) 

 

No Kegiatan Anggaran 

Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur di Wilayah             Rp   25.358.575.000 

1. Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp     5.974.506.000 

2. Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rp     4.789.000.000 

3. Layanan Manajemen SDM Internal Rp   13.744.885.000 

4. Layanan Manajemen Kinerja Internal Rp        850.184.000 
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A. Capaian Kinerja Organisasi 

ntuk menilai keberhasilan/kegagalan kinerja sesuai dengan program, 

sasaran dan tujuan yang ditetapkan perlu dilakukan pengukuran 

kinerja dengan membandingkan target dan realisasi sebagaimana 

yang ditelah ditentukan dalam Perjanjian Kinerja. 

Tabel 5. Realisasi Perjanjian Kinerja 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi Capaian 

1. Terwujudnya 

Pelaksanaan 

Pendidikan dan 

Pelatihan Hukum di 

Wilayah Jawa Tengah 

Tingkat kepuasan peserta 

Diklat Hukum terhadap 

penyelenggaraan Diklat 

Hukum Balai Diklat Jawa 

Tengah 

3,6 

(indeks) 

3,81 

(indeks) 

105,83% 

2 Meningkatnya 

Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi di 

Lingkup Balai Diklat 

Hukum Jawa Tengah 

Persentase pelaksanaan 

rencana aksi Reformasi 

Birokrasi di lingkup Balai Diklat 

Hukum Jawa Tengah 

100% 100% 100% 

Indeks kepuasan satuan kerja 

lingkup Balai Diklat Hukum 

Jawa Tengah terhadap 

layanan kesekretariatan 

3,1 

(indeks) 

 

3,99 110,83% 
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SASARAN KEGIATAN 1 

Terwujudnya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Hukum di Wilayah 

Jawa Tengah 

 

1. Tingkat Kepuasan Peserta Diklat Hukum terhadap Penyelenggaraan Diklat 

Hukum Balai Diklat Jawa Tengah 

 

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2025 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Tingkat kepuasan peserta Diklat Hukum 

terhadap penyelenggaraan Diklat Hukum 

Balai Diklat Jawa Tengah 

3,6 3,81 105,83% 

 

Tingkat kepuasan peserta diukur berdasarkan 3 (tiga) indikator, yakni 

Evaluasi Tenaga Pengajar, Evaluasi Modul Pelatihan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pelatihan dengan formulasi sebagai berikut. 

 

Sesuai formula yang ditetapkan, maka dapat diukur capaian tingkat 

kepuasan peserta diklat dengan penghitungan sebagai berikut : 

Tingkat kepuasan peserta = {(0,9556*30%)+(0,9469*30%)+(0,9524*40%)}*4 

 = 3,81 (indeks) 
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Tabel 6. Capaian Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan 

Pelatihan 
Waktu 

Pelaksanaan 
Metode 

Capaian 

Output 

Evaluasi 

Pengajar Materi 
Penyeleng 

garaan 

MOOC Pelayanan Publik 8 – 17 April 2025 MOOC 145 - - - 

Pelatihan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP) 

Terintegrasi 

21 – 26 April 

2025 

Klasikal 40 94,60 92,96 94,83 

Pelatihan Manajemen Risiko 

Organisasi Sektor Publik 

14 – 20 Mei 2025 PJJ 30 96,59 96,30 96,49 

Webinar Series "Membangun 

Budaya Kerja Kolaboratif Melalui 

Komunikasi di Era Digital" 

21 Mei 2025 PJJ 965 - - - 

Pelatihan Impactful 

Communication 

17 – 20 Juni 2025 PJJ 40 95,48 94,80 94,41 

Rata-rata 
95,56 94,69 95,24 

0,9556 0,9469 0,9524 

Tingkat Kepuasan Peserta Diklat (indeks) 3,81 

 

Dari capaian di atas, jika dibandingkan dengan target sebesar 3,6 maka 

dapat disimpulkan bahwa Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa 

Tengah telah mencapai target dalam menyelenggarakan Diklat Hukum 

yang berkualitas bagi ASN Kementerian Hukum. 



 
 
 
 

 

26 

26 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah 

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun 

Sebelumnya 

Indikator Kinerja 

2024 2025 

Target 

Realisasi 

Semester 

I  

Capaian Target 

Realisasi 

Semester 

I 

Capaian 

Tingkat kepuasan peserta 

Diklat Hukum terhadap 

penyelenggaraan Diklat 

Hukum Balai Diklat Jawa 

Tengah 

3,6 3,80 105,56% 3,6 3,81 105,83% 

 

Dari tabel di atas terlihat adanya peningkatan realisasi dan capaian tingkat 

kepuasan peserta diklat pada Semester I 2025 dibandingkan Semester I 

2024. Dengan target yang sama, realisasi Semester I Tahun 2024 sebesar 

sebesar 3,80 dengan capaian 105,56% dan realisasi Semester I Tahun 2025 

sebesar 3,81 dengan capaian 105,83%. Hal ini menunjukkan kualitas 

penyelenggaraan diklat Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa 

Tengah semakin meningkat dan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.  

 

c) Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Indikator Kinerja 

2021 2022 2023 2024 2025 

Target 
Reali-

sasi 
Target 

Reali-

sasi 
Target 

Reali-

sasi 
Target 

Reali-

sasi 
Target 

Reali-

sasi 

Tingkat kepuasan peserta 

Diklat Hukum terhadap 

penyelenggaraan Diklat 

Hukum Balai Diklat Jawa 

Tengah 

85% 93% 90% 95% 92% 93,65% 3,6 3,80 3,6 3,81 

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa target jangka menengah pada indikator ini 

selalu mengalami peningkatan mulai tahun 2020 sampai dengan 2023. 

Namun dikarenakan perubahan Renstra Kemenkumham sesuai 

Permenkumham No.7 Tahun 2024 maka target tahun 2024 juga berubah 

menjadi indeks. Apabila dilakukan perbandingan antara realisasi sampai 

dengan tahun ini dengan target jangka menengah pada Renstra, Balai 
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Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah secara umum telah 

mencapai target yang ditetapkan.  

 

d) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

 

e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

Keberhasilan pencapaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum 

Jawa Tengah dipengaruhi oleh : 

- Pelatihan yang diselenggarakan merupakan pelatihan yang dibutuhkan 

oleh pegawai untuk mendukung peningkatan kinerja mereka; 

- Dalam mendukung Kementerian Hukum Corporate University Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah menyelenggarakan 

kegiatan berbasis online seperti webinar yang bersifat terbuka sehingga 

memungkinkan pencapaian output peserta jauh melebihi target yang 

telah ditetapkan; 

- Para Widyaiswara yang dihadirkan baik secara klasikal maupun daring 

merupakan pegajar yang kompeten dan ahli di bidangnya; 

- Para panitia penyelenggara juga aktif dalam memberikan informasi dan 

pendampingan selama pelatihan berlangsung; 

- Hasil pelatihan yang diterima oleh para peserta sangat bermanfaat 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Hal ini dirasakan oleh para pejabat 

pengawas yang di satuan kerja peserta yang juga menjadi responden 

evaluasi. 

Di samping itu juga terdapat kendala yang dapat mempengaruhi pencapaian 

indikator kinerja ini. Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah 

telah memetakan kendala tersebut beserta mitigasi risikonya seperti pada 

tabel berikut. 
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No Kendala / Permasalahan Mitigasi Risiko 

1 Widyaiswara yang dimiliki untuk 

memenuhi kebutuhan tenaga 

pengajar secara mandiri masih 

sangat kurang. 

Membuat usulan terkait penambahan JF 

Widyaiswara dan mengoptimalkan peran 

pejabat struktural di lingkup Badiklat Jawa 

Tengah sebagai tenaga pengajar/penguji 

2 Perubahan Jadwal Diklat yang 

menyesuaikan tenaga pengajar 

terutama apabila pengajar berasal 

dari pejabat Administrasi dan 

Pimti di luar Badiklat Jawa Tengah 

Melakukan koordinasi terkait ketersediaan 

waktu pimpinan pada hari pelaksanaan 

kegiatan waktu respon atas kepastian 

ketersediaan pimpinan 

3 Website e-learning mengalami 

kendala dari server saat 

pelaksanaan pelatihan PJJ 

Melakukan koordinasi berkala dengan 

Pusdatin terkait proses pemulihan server 

saat terjadi kendala 

4 Peserta pelatihan dengan metode 

PJJ tidak dibebastugaskan dari 

tugas kedinasan. 

Melakukan komunikasi dengan atasan 

langsung peserta terkait kehadiran dan 

keaktifan peserta selama mengikuti pelatihan 

5 Peserta yang mengikuti pelatihan 

tidak sesuai dengan tupoksinya 

Memberikan catatan tambahan pada surat 

pemanggilan peserta pelatihan ke Kantor 

Wilayah 

6 Hasil atau output pelatihan kurang 

maksimal.  

Mewajibkan kepada seluruh peserta 

pelatihan teknis untuk menyusun Action Plan 

(Si AKSI) sebagai salah satu bentuk inovasi 

agar pelatihan yang diselenggarakan lebih 

berdampak 

7 Bahan atau modul diklat pada 

BPSDM Hukum belum ter-update. 

Melakukan pengusulan kebutuhan belanja 

modal pada saat analisa kebutuhan pagu 

anggaran tahun yang akan datang 

8 Rencana program pelatihan 

kurang mendasar kebutuhan yang 

ada pada wilayah kerja Badiklat 

Jawa Tengah 

Melaksanakan Pelatihan di Wilayah Kerja 

(PDWK) berdasarkan zonasi wilayah yang 

telah ditetapkan oleh Kepala Badiklat Jateng 

9 Keterbatasan anggaran dalam 

penyelenggaraan pelatihan 

klasikal 

Menyusun perencanaan anggaran pelatihan 

dengan mempertimbangkan efektifitas dan 

efisiensi 

10 Keterbatasan pelaksanaan 

pelatihan Klasikal 

Menciptakan inovasi pengendalian berupa 

Aplikasi BLC (Badiklat Learning Center) yang 

merupakan sarana pembelajaran self 

development bagi pegawai Kementerian 

Hukum 

Sumber : Dokumen Manajemen Risiko Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah 

 



 
 
 
 

 

29 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah 

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, 

anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Hukum Jawa Tengah mampu mencapai target kinerja.  

 

g) Analisis Kegiatan Penunjang Keberhasilan 

Kegiatan penunjang keberhasilan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum 

Jawa Tengah yaitu adanya kegitan koordinasi, monitoring dan evaluasi 

dengan Kantor Wilayah dan Unit Eselon I. 
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SASARAN KEGIATAN 2 

Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Balai Diklat 

Hukum Jawa Tengah 

 

1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup 

Balai Diklat Hukum Jawa Tengah 

 

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

Indikator Kinerja Target 

Realisasi 

Semester 

I 

Capaian 

(%) 

Persentase pelaksanaan rencana aksi 

Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat 

Hukum Jawa Tengah 

100% 100% 100% 

 

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah telah melaksanakan 

seluruh indikator rencana aksi Reformasi Birokrasi pada Semester I Tahun 

2025 yang dihitung dengan formulasi sebagai berikut : 

= 
𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑅𝐵  𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑅𝐵
 x 100% 

= 
77

77
 x 100% = 100% 
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b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun 

Sebelumnya 

Indikator Kinerja 

2024 2025 

Target 

Realisasi 

Semester 

I 

Capaian Target 

Realisasi 

Semester 

I 

Capaian 

Persentase pelaksanaan 

rencana aksi Reformasi 

Birokrasi di lingkup Balai 

Diklat Hukum Jawa Tengah 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi dan capaian indikator ini telah 

tercapai 100%, baik pada Semester I 2024 maupun Semester I 2025. Hal ini 

menunjukkan bahwa Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah 

mampu melaksanakan seluruh rencana aksi Reformasi Birokrasi dengan 

baik. 

 

c) Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Indikator Kinerja 

2021 2022 2023 2024 2025 

Target 
Reali-

sasi 
Target 

Reali-

sasi 
Target 

Reali-

sasi 
Target 

Reali-

sasi 
Target 

Reali-

sasi 

Persentase pelaksanaan 

rencana aksi Reformasi 

Birokrasi di lingkup Balai 

Diklat Hukum Jawa Tengah 

- - - - - - 100% 100% 100% 100% 

 

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah pada Tahun 2024 tertuang 

dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai 

Permenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan 

dengan tahun-tahun sebelumnya pada target jangka menengah Renstra. 
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d) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

 

e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

Keberhasilan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah dalam 

merealisasikan target kinerja Tahun 2024 karena adanya dukungan dari 

Kantor Wilayah Jawa Tengah dan Unit Eselon I dalam menyelenggarakan 

rencana aksi reformasi birokrasi. 

Di samping itu juga terdapat kendala yang dapat mempengaruhi pencapaian 

indikator kinerja ini. Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah 

telah memetakan kendala tersebut beserta mitigasi risikonya seperti pada 

tabel berikut. 

No Kendala / Permasalahan Mitigasi Risiko 

1 Pemenuhan dokumen rencana 

aksi tidak tepat waktu 

Melakukan monitoring terkait pemenuhan 

data dukung rencana aksi 

2 Data dukung rencana aksi yang 

disajikan masih kurang memadai 

Melakukan sosialisasi internal terkait data 

dukung rencana aksi 

Sumber : Dokumen Manajemen Risiko Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah 

 

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, 

anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Hukum Jawa Tengah mampu mencapai target kinerja.  

 

g) Analisis Kegiatan Penunjang Keberhasilan 

Kegiatan penunjang keberhasilan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum 

Jawa Tengah yaitu adanya kegitan koordinasi, monitoring dan evaluasi 

dengan Kantor Wilayah dan Unit Eselon I. 
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2. Indeks Kepuasan Satuan Kerja Lingkup Balai Diklat Hukum Jawa Tengah 

terhadap Layanan Kesekretariatan 

 

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

Indikator Kinerja Target 

Realisasi 

Semester 

I 

Capaian 

(%) 

Indeks kepuasan satuan kerja lingkup Balai 

Diklat Hukum Jawa Tengah terhadap 

layanan kesekretariatan 

3,1 3,99 110,83% 

 

Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah terhadap layanan 

kesekretariatan yang diberikan melalui survey yang diisi oleh para pegawai 

dengan parameter sebagai berikut:  

1.  Kompleksitas persyaratan layanan (L1) 

2.  Kejelasan informasi layanan (L2) 

3.  Kemudahan prosedur layanan (L3) 

4.  Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4) 

5.  Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5) 

6.  Kepuasan terhadap pemberi layanan (staf/petugas) (L6) 

7.  Kepuasan terhadap perilaku pemberi layanan (staf/petugas) (L7) 

8.  Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L8) 

9.  Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L9) 

10. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L10) 

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Layanana Keskretariatan (ILK) 

Semester I Tahun 2025 yang dilakukan oleh Badan Strategi Kebijakan 

Hukum, realisasi ILK Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah 

sebesar 3,99 dengan predikat Sangat Baik (A) dan capaian atas realisasi 

tersebut sebesar 110,83%. 
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b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun 

Sebelumnya 

Indikator Kinerja 

2024 2025 

Target 

Realisasi 

Semester 

I 

Capaian Target 

Realisasi 

Semester 

I 

Capaian 

Indeks kepuasan satuan 

kerja lingkup Balai Diklat 

Hukum Jawa Tengah 

terhadap layanan 

kesekretariatan 

3,1 NA NA 3,1 3,99 110,83% 

 

Pada Semester I Tahun 2024 belum terdapat instrument/indikator penilaian 

dari Unit Eselon I sehingga realisasinya belum dapat diukur sehingga tidak 

dapat dibandingkan dengan Semester I Tahun 2025. 

 

c) Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 

Indikator Kinerja 

2021 2022 2023 2024 2025 

Target 
Reali-

sasi 
Target 

Reali-

sasi 
Target 

Reali-

sasi 
Target 

Reali-

sasi 
Target 

Reali-

sasi 

Indeks kepuasan satuan 

kerja lingkup Balai Diklat 

Hukum Jawa Tengah 

terhadap layanan 

kesekretariatan 

- - - - - - 3,1 NA 3,1 3,99 

 

Indeks kepuasan satuan kerja lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Hukum Jawa Tengah terhadap layanan kesekretariatan pada Tahun 2024 

tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai 

Permenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan 

dengan target pada tahun-tahun sebelumnya. 
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d) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional. 

 

e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

Keberhasilan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah dalam 

merealisasikan target kinerja karena adanya dukungan dari seluruh unsur 

Balai Pendidikan dan Pelatihan Jawa Tengah dalam menyediakan layanan 

kesekretariatan. 

Di samping itu beberapa kendala yang dapat mempengaruhi pencapaian 

indikator kinerja ini serta mitigasi risikonya seperti pada tabel berikut. 

No Kendala / Permasalahan Mitigasi Risiko 

1 Terlambatnya pengusulan 

kenaikan pangkat dan kenaikan 

gaji berkala pegawai 

Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan 

bagian kepegawaian di Kantor Wilayah 

terkait ketentuan pengusulan kenaikan 

pangkat dan kenaikan gaji berkala 

2 Terlambatnya pengusulan 

dokumen kepegawaian terkait 

seleksi administrasi Ujian Dinas 

dan Penyesuaian Ijazah 

Mengeluarkan nota dinas terkait 

pengumuman seleksi administrasi Ujian 

Dinas dan Penyesuaian Ijazah 

3 Pemeliharaan Aset Negara yang 

tidak terjadwal, sehingga 

menyebabkan Aset Negara tidak 

dapat digunakan untuk menunjang 

kinerja saat dibutuhkan 

Melakukan pengusulan kebutuhan belanja 

barang pada saat analisa kebutuhan pagu 

anggaran tahun yang akan datang 

4 Hubungan Kerja Sama dengan 

Instansi lain dan Organisasi 

Kemasyarakatan tidak 

berjalan baik/tidak berlanjut 

Memberikan pengarahan dari Pimpinan 

kepada seluruh jajaran terkait sikap 

profesional dan kontrol ego kepada seluruh 

jajaran 

Sumber : Dokumen Manajemen Risiko Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah 

 

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, 

anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Hukum Jawa Tengah mampu mencapai target kinerja.  
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g) Analisis Kegiatan Penunjang Keberhasilan 

Kegiatan penunjang keberhasilan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum 

Jawa Tengah yaitu adanya kegitan koordinasi, monitoring dan evaluasi 

dengan Kantor Wilayah dan Unit Eselon I. 
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CAPAIAN KINERJA ANGGARAN 

 

1) SMART DJA 

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan 

satuan kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara 

mandiri, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah menginput 

capaian kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan yaitu 

Aplikasi SMART DJA. Berikut capaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Hukum Jawa Tengah pada aplikasi SMART DJA. 

Gambar 5. SMART DJA 

 

Nilai kinerja anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah 

pada aplikasi SMART DJA sebesar 52,01 yang merupakan komposisi dari nilai 

perencanaan anggaran dan nilai pelaksanaan anggaran. Adapun perbandingan 

kedua nilai tersebut sebagai berikut : 

- Nilai perencanaan anggaran sebesar 4,01 (bobot 2,01) 

- Nilai pelaksanaan anggaran sebesar 100 (bobot 50) 
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2) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas 

kinerja Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap 

perencanaan, pelaksanaan dan hasil anggaran dengan tetap memperhatikan 

kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu 

untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan 

meningkatkan kualitas laporan keuangan. Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Hukum Jawa Tengah memperoleh nilai IKPA  Semester I  Tahun 2025 sebesar 

100 dengan komponen sebagai berikut: 

 

Gambar 6. IKPA 

 

a. Revisi DIPA dengan nilai 100 

b. Deviasi Halaman III DIPA dengan nilai 100 

c. Penyerapan Anggaran dengan nilai 100 

d. Belanja Kontraktual dengan nilai 100 

e. Penyelesaian Tagihan dengan nilai 100 

f. Pengelolaan UP dan TUP dengan nilai 100 

g. Capaian output dengan nilai 100 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

39 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah 

CAPAIAN KINERJA LAINNYA 

 

1) E-Performance Kementerian Hukum 

E-performance Kementerian Hukum adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja 

Kementerian Hukum yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan 

dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja 

unit kerja. Dari ketiga indikator kinerja, terdapat 1 (satu) indikator tercapai 100% 

dan 2 (dua) indikator melebihi target. Hal ini menunjukkan kinerja Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah sudah sangat baik dalam 

merealisasikan sasaran kegiatan yang ditetapkan. 

Gambar 7. E-Performance 

 

 

2) E-Monev Bappenas 

Aplikasi E-Monev Bappenas adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil 

pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L). Lebih 

lanjut, aplikasi e-monev Bappenas juga digunakan untuk pemantauan RKP 

(melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga). 

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah telah melakukan 

pelaporan kinerja pada aplikasi e-Monev Bappenas dengan persentase 
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kelengkapan pelaporan Semester I Tahun 2025  sebesar 100% sebagaimana 

terlihat pada gambar berikut. 

Gambar 8. E-Monev Bappenas 

 

 

3) Survey Kepuasan Masyarakat 

Akselerasi pemerataan akses pengembangan kompetensi yang dilakukan Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa berdampak pada peningkatan persepsi 

layanan yang semakin baik. Hal itu dapat dilihat dari hasil survei kepuasan 

masyarakat yang dilakukan tiap bulan yang menjadi dasar pengukuran Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK). 

Gambar 9. Survei Kepuasan Masyarakat 
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Mei 

 

 

 

 

 

 

 

Juni 

 

4) Pelayanan Publik Berbasis HAM 

Dalam rangka mewujudkan amanat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi 

Manusia (P2HAM), Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah turut 

serta dalam penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) dengan 

melengkapi sarana dan prasarana serta fasilitas yang berbasis HAM di 

antaranya : 

Gambar 10. Sarana dan Prasarana Berbasis HAM 
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5) Kerjasama, Sinergi dan Kolaborasi 

Kerjasama, sinergi dan kolaborasi merupakan kunci keberhasilan kerja. Sinergi 

dapat di maknai sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan melalui kolaborasi 

masing-masing pihak yang tentunya memberikan manfaat baik untuk 

organisasi. 

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah dalam pelaksanaan 

kegiatan pelatihan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam hal 

pengembangan kompetensi dengan para Lemdik Kementerian/ Provinsi/ Kota/ 

Kabupaten lainnya. Pada Semester I Tahun 2025, Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Hukum Jawa Tengah telah melaksanakan kerjasama dan sinergi 

dengan Pusdiklat Pengawasan BPKP dalam menyelenggarakan Pelatihan 

SPIP Terintegrasi dan Pelatihan Manajemen Risiko. 
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B. Realisasi Anggaran 

ealisasi anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah 

pada Semester I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 7. Realisasi Anggaran 

Jenis Belanja Pagu Realisasi Capaian 

Belanja Pegawai 1.952.506.000 1.102.483.830 56,47% 

Belanja Barang 18.617.069.000 2.731.958.363 14,67% 

Belanja Modal 4.789.000.000 175.045.000 3,65% 

Total 25.358.575.000 4.009.487.193 15,81% 

 

Adapun alokasi anggaran dan realisasi rincian output adalah sebagai berikut : 

Tabel 8. Capaian Rincian Output 

Kegiatan Pagu Realisasi Capaian 

Layanan Dukungan Manajemen Internal 5.974.506.000 3.061.220.928 51,24% 

Layanan Sarana dan Prasarana Internal 4.789.000.000 175.045.000 3,65% 

Layanan Manajemen SDM Internal 13.744.885.000 684.539.330 4,98% 

Layanan Manajemen Kinerja Internal 850.184.000 88.681.935 10,43% 

Total 25.358.575.000 4.009.487.193 15,81% 

 

Awal Tahun 2025 telah ditetapkan pagu anggaran Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Hukum Jawa Tengah sebesar Rp 24.015.339.000 sesuai DIPA Nomor SP 

DIPA-135.13.2.693164/2025 tanggal 2 Desember 2024. Pada tahun berjalan 

terdapat perubahan anggaran dikarenakan adanya Anggaran Belanja Tambahan 

(ABT) sebesar Rp 1.343.236.000 sehingga pagu saat ini adalah Rp 25.358.575.000 

dan telah direalisasikan sebesar Rp 4.009.487.193 atau 15,81%.  

Sesuai arahan Presiden terkait efisiensi belanja kementerian/lembaga dan 

kebijakan penyesuaian belanja negara, maka dilakukan pemblokiran anggaran 

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah sejumlah Rp 16.553.385.000 

yang terdiri dari belanja barang sebesar Rp 11.964.385.000 dan belanja modal 

sebesar Rp 4.589.000.000. Hal ini mengakibatkan perubahan rencana kegiatan dan 

R 
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beberapa jenis belanja belum dapat direalisasikan karena dana tidak dapat 

dicairkan sehingga mempengaruhi capaian realisasi anggaran belum maksimal. 

 

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Keuangan 

Berikut perbandingan capaian kinerja keuangan Tahun 2024 dengan Tahun 2025. 

 
Tabel 9. Perbandingan Capaian Kinerja Keuangan 

 

Dari data di atas diketahui bahwa : 

- Pagu anggaran Belanja Pegawai tahun 2025 lebih besar dibandingkan tahun  

2024 dikarenakan adanya alokasi gaji dan tunjangan PPPK pada Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah. 

- Pagu anggaran Belanja Barang tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun 

2024. Hal ini dikarenakan adanya Pelatihan Dasar CPNS serta pelatihan 

lainnya yang dialokasikan dilaksanakan secara klasikal.  

- Pagu anggaran Belanja Modal tahun 2025 lebih besar dibandingkan tahun 2024 

dikarenakan terdapat pengadaan golfcar dan pembangunan co-working area, 

rumah dinas dan masjid. 

- Capaian realisasi Semester I Tahun 2025 lebih kecil dibandingkan Semester I 

Tahun 2024 dikarenakan adanya dana blokir akibat efisiensi anggaran 

sehingga mengakibatkan perubahan rencana kegiatan dan beberapa jenis 

belanja belum dapat direalisasikan.

Jenis Belanja 

2024  2025 

Pagu 

(Rp) 

Realisasi 

Semester I 

(Rp) 

Capaian 

(%) 

Pagu 

(Rp) 

Realisasi 

Semester I 

(Rp) 

Capaian 

(%) 

Belanja Pegawai 1.444.670.000 778.776.605 53,91% 1.952.506.000 1.102.483.830 56,47% 

Belanja Barang 8.390.707.000 3.562.021.432 42,45% 18.617.069.000 2.731.958.363 14,67% 

Belanja Modal 204.150.000 85.150.000 41,71% 4.789.000.000 175.045.000 3,65% 

Jumlah 10.039.527.000 4.425.948.037 44,09% 25.358.575.000 4.009.487.193 15,81% 
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A. Simpulan 

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah secara umum dapat 

merealisasikan seluruh target capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam 

dokumen perjanjian kinerja yang telah disepakati.  

Dari ketiga indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, 

seluruhnya mampu mencapai bahkan melebihi target. Hal ini menunjukkan Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah telah berupaya untuk memberikan 

kinerja terbaik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada baik sumber daya 

manusia, anggaran, dan dari sisi sarana prasarana. 

Sementara itu, total pagu anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum 

Jawa Tengah Tahun 2025 adalah sebesar Rp 24.015.339.000 dan mengalami 

penyesuaian menjadi Rp 25.358.575.000. Dalam pelaksanaannya Balai Pendidikan 

dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah telah merealisasikan anggaran sebesar  Rp 

4.009.487.193 atau 15,81%. Realisasi ini belum maksimal dikarenakan 

penyesuaian rencana kegiatan akibat kebijakan efisiensi anggaran. 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, dapat kami sampaikan saran sebagai 

berikut : 

1. Menjadikan evaluasi capaian kinerja tahun ini sebagai bahan penyusunan 

strategi mencapai kinerja yang lebih baik; 

2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak lainnya agar capaian kinerja semakin 

optimal; 

3. Percepatan anggaran semakin ditingkatkan sehingga capaian realisasi 

anggaran dapat maksimal di Tahun 2025. 
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LAMPIRAN 

 
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah 

Tahun 2025 (Januari) 
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Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa 

Tengah Tahun 2025 (Juni) 
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Lampiran 3. Manual IKU Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah 
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Lampiran 4. Realisasi Anggaran per Tanggal 30 Juni 2025 berdasarkan SAKTI 

 


